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ABSTRAK"

Penulis melakukan praktik kerja di Kejaksaan Negeri Bandung Jalan Jakarta No.
42-44 Bandung. Kegiatan praktik kerja dilaksanakan pada tanggal 29 Juli 2015 hingga 4
September 2015 dengan hari kerja dimulai dari hari Senin sampai hari Jumat atau setara
27 hari kerja dengan 200 jam kerja. Bidang pekerjaan yang ditugaskan kepada penulis
adalah bidang adminstrasi perusahaan.

Pada pelaksanaanpraktik kerja, penulis mendapat tugas untuk membuat surat
keluar beserta dengan amplopnya, meregister surat masuk, mendisposisikan surat masuk
yang telah diberikan keterangan oleh Ketua Seksi (KASI) pidana khusus Kejaksaan
Negeri Bandung, mengarsipkan berkas perkara ke dalam folder, mengarsipkan surat

keluar ke dalam ordner, membuat daftar isi untuk ordner.

Setelah melaksanakan praktik kerja ini penulis telah mempelajari bagaimana cara
yang baik dan juga efektif yang dapat digunakan dalam pengelolaan dokumen, agar
dokumen yang sudah dikelola tersebut dapat berguna dengan sebaik — baiknya pada masa
sekarang atau pun di kemudian hari jika dibutuhkan, Selain itu penulis dapat mengetaﬁui
ruang lingkup dari kegiatan di bagian staf penyidikan pidana khusus dan mengetahui

carayang benar dalam menentukan pengarsipan.

Saat melakukan praktik kerja terjadi beberapa kendala diantaranya adalah istilah
istilah yang digunakan yang belum di etahui sebelumnya. Hal yang dilakukan penulis
dalam mengatasi hal tersebut adalah penulis mencatatat istilah istilah yang sering
digunakan dan menghafalkannya.
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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Tempat dan Waktu Praktik Kerja

Penulis melakukan praktik kerja di Kejaksaan Negeri Bandung sebagai staf
penyidikan di bagian pidana khusus yang berlokasi di Jalan Jakarta No. 42-44.
Penulis melakukan praktik kerja selama 27 hari kerja terhitung tanggal 29 Juli
2015 sampai dengan 4 September 2015 atau setara dengan 203 jam. Penulis
melakukan praktik kerja per hari selama 8 jam dimulai pukul 08.00 WIB hingga
pukul 16.00 WIB.

1.2. Bidang dan Pekerjaan Praktik Kerja

Berdasarkah penempatan posisi pekerjaan yang diberikan oleh Kejaksaan
Negeri Bandung kepada penulis, bidang praktik kerja yang dikerjakan oleh
penulis adalah mengenai administrasi perusahaan. Yang berhubungan dengan
pekerjaan perkantoran pada umumnya, seperti membuat surat keluar, meregister
surat masuk, mendisposisikan surat masuk, mengarsipkan berkas perkara ke

dalam folder, mengarsipkan surat keluar ke dalam ordner dan mengisi lembar
daftar isi ordner.

1.3. Tujuan dan Kegunaan Praktik Kerja

Tujuan penulis dalam melakukan kegiatan praktik kerja di Kejaksaan Negeri
Bandung pada posisi sebagai staf administrasi di bagian pidana khusus adalah
sebagai berikut:

e Untuk mengetahui cara membuat surat keluar yang dilakukan di bagian staf
penyidikan pidana khusus Kejaksaan Negeri Bandung.

¢ Untuk mengetahui cara mengerjakan register surat masuk yang dilakukan oleh
staf pemyidikam Kejaksaan Negeri Bandung.



e Untuk mengetahui cara mendisposisikan surat masuk oleh bagian tata usaha

pidana khusus Kejaksaan Negeri Bandung.

e Untuk mengetahui cara pengarsipan berkas perkara ke dalam folder yang
dilakukan oleh staf penyidikan pidana khusus Kejaksaan Negeri Bandung.

e Untuk mengetahui cara pengarsipan surat keluar ke dalam ordner yang

dilakukan oleh staf penyidikan pidana khusus Kejaksaan Negeri Bandung.

e Untuk mengetahui cara mengisi lembar daftar isi ordner yang dilakukan oleh

staf penyidikan pidana khusus Kejaksaan Negeri Bandung.

Sedangkan kegunaan dari praktik kerja ini adalah :

Bagi penulis

Secara Umum,

Kegiatan praktik kerja dapat dijadikan sebagai bekal awal berupa
pengalaman kerja, sebelum memasuki dunia kerja yang sesungguhnya, dan
juga sebagai langkah terakhir untuk mendapatkan predikat Ahli Madya.

Secara Khusus,

Praktik kerja sangat banyak memberikan manfaat untuk menambah
pengetahuan juga keterampilan praktis yang berkenaan dengan bidang
administrasi perusahaan.

Bagi Kejaksaan Negeri Bandung

Penulis mengharapkan agar hasil dari laporan praktik kerja ini dapat
memberikan tambahan dan masukan mengenai kinerja di Kejaksaan
Negeri Bandungagar proses penanganan administrasinya dapat berjalan
lebih baik lagi dikemudian hari.

Bagi pihak lain yang berkepentingan

Penulis mengharapkan agar hasil laporan praktik kerja ini dapat
memberikan banyak informasi mengenai proses kinerja di bidang
administrasi perusahaan, serta dapat pula dijadikan sebagai contoh dan
masukan bagi mahasiswa lain yang melakukan praktik kerja di bidang

administrasi perusahan.



1.4. Profil Tempat Praktik Kerja

1.4.1. Sejarah Instansi

Kejaksaan Republik Indonesia adalah Lembaga pémerintahan yang
melaksanakan kekuasaan Negara secara merdeka terutama pelaksanaan tugas dan
kewenangan di bidang penuntutan. Melaksanakan tugas dan kewenangan di
bidang penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi dan pelanggaran
hak asasi manusia berat serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.
Sebelum reformasi istilah Kejaksaan sebenarnya sudah ada sejak lama di
Indonesia, pada zaman kerajaan Hindu-jawa di Jawa Timur yaitu pada masa’
Kerajaan Majapahit istilah dhyaksa, adhyaksa dan dharmadhyaksa sudah
mengacu pada posisi dan jabatan tertentu di kerajaan. Istilah-istilah ini berasal
dari bahasa kuno yakni dari kata-kata yang sama dalam Sansekerta.

Pada masa pendudukan Belandabadan yang ada relevansinya dengan Jaksa
danKejaksaan antara lain adalah Openbaar Ministerie, Lembaga ini yang
menitahkan pegawai-pegawainya berperan sebagai Magistraat dan Officiervan
Justitie di dalam sidang Landraad (Pengadilan Negeri), Jurisdictie Geschillen
(Pengadilan Justisi) danHooggerechtshof (Mahkamah Agung) dibawah perintah
langsung dari Residen / Asisten Residen, peranan Kejaksaan sebagai satu-satunya
lembaga penuntut secara resmi difungsikan pertama kali oleh Undang-Undang
pemerintah zaman pendudukan tentara Jepang No. 1/1942,yang kemudian diganti
oleh Osamu Seirei No.3/1942, No.2/1944 dan No.49/1944. Eksistensi kejaksaan
itu berada pada semua jenjang pengadilan yakni sejak Saikoo Hoooin (Pengadilan
Agung), Koootooo Hooin (Pengadilan Tinggi) dan Ti/i000 Hooin (Pengadilan
Negeri).

Karena itulah secara yuridis formal Kejaksaan R.I. telah ada sejak
kemerdekaan Indonesia diproklamasikan yakni tanggal 17 Agustus 1945, dua hari
setelahnya yakni tanggal 19 Agustus 1945 dalam rapat panitia persiapan
kemerdekaan Indonesia (PPKI) diputuskan kedudukan Kejaksaan dalam struktur
Negara Republik Indonesia, yakni dalam lingkungan Departemen Kehakiman.



Kejaksaan' Republik Indonesia terus mengalami berbagai perkembangan
dan dinamika secara terus menerus sesuai dengan kurun waktu dan perubahan
sistem pemerintahan,sejak awal eksistensinya hingga kini Kejaksaan Republik
Indonesia telah mengalami 22 periode kepemimpinan Jaksa Agung. Seiring
dengan perjalanan sejarah ketatanegaraan Indonesia, kedudukan pimpinan,
organisasi, serta tata cara kerja Kejaksaan Republik Indonesia juga mengalami
berbagai perubahan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat serta
bentuk Negara dan sistem pemerintahan. MenyangkutUndang-Undang tentang
Kejaksaan, perubahan mendasar pertama berawal tanggal 30 Juni 1961 saat
pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 15 tahun 1961 tentang
ketentuan-ketentuan pokok Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang ini menegaskan Kejaksaan sebagai alat Negara penegak
hukum yang bertugas sebagai penuntut umum (Pasal 1), penyelenggaraan tugas
departemen Kejaksaan dilakukan Menteri / Jaksa Agung (Pasal 5) dan susunan
organisasi yang diatur oleh keputusan Presiden. Terkait kedudukan, tugas dan
wewenang Kejaksaan dalam rangka sebagai alat revolusi dan penempatan
Kejaksaan dalam struktur organisasi departemen, disahkan Undang-Undang
Nomor 16 tahun 1961 tentang Pembentukan Kejaksaan Tinggi. Pada masa Orde
Baru ada perkembangan baru yang menyangkut Kejaksaan Republik Indonesia
sesuai dengan perubahan dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 kepada
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991, tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
Perkembangan itu juga mencakup perubahan mendasar pada susunan organisasi
serta tata cara institusi Kejaksaan yang didasarkan pada adanya Keputusan
Presiden No. 55 tahun 1991 tertanggal 20 November 1991.

Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (Dominus Litis), mempunyai
kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan
yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau
tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana di samping
sebagai penyandang Dominus Litis, Kejaksaan juga merupakan satu-satunya

instansi pelaksana putusan pidana (executive ambtenaar).



Karena itu' Undang-Undang Kejaksaan yang baru ini dipandang iebih kuat
dalam menetapkan kedudukan dan peran Kejaksaan Republik Indonesia sebagai
Lembaga Negara Pemerintah yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang
penuntutan mengacu pada UU tersebut. Maka pelaksanaan kekuasaan negara yang
diemban oleh Kejaksaan harus dilaksanakan secara merdeka, penegasan ini
tertuang dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2004 bahwa Kejaksaan adalah
Lembaga Pemerintah yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan
secara merdeka. Artinyabahwa dalam melaksanakan fungsi, tugas dan
wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh
kekuasaan lainnya, ketentuan ini bertujuan melindfmgi profesi Jaksa dalam
melaksanakan tugas profesionalnya.

Sebagai bagian dari organisasi Kejaksaan Republik Indonesia maka
Kejaksaan Negeri Bandung turut mensukseskan program Reformasi Birokrasi
yang telah dilaksanakan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dengan
berpegang teguh pada peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia, instruksi dan
petunjuk-petunjuk pimpinan sehingga dapat mewujudkan penguatan lembaga dan
fungsi organisasi secara maksimal, melaksanakan tugas sesuai fungsi dan
kewenangan secara terintegritas dan membentuk sumber daya manusia yang
profesional, proposional, berintegritas dan bermoral sesuai dengan Trikarama
Adhyaksa yaitu Satya Adhi Wicaksana.

GAMBAR 1.1

LOGO KEJAKSAAN

Sumber : www .kejaksaan.go.id, 2015



Setiap instansi-memiliki lambang yang bertujuan untuk merepresentasikan

identitas dari instansi tersebut, selain lambang visi dan misi juga wajib dimiliki

oleh setiap instansi karena visi dan misi adalah suatu pernyataan tentang tujuan

yang ingin dicapai oleh instansi tersebut. Melalui gambar di atas, logo Kejaksaan

tersebut bermakna sebagai berikut :

Keterangan Logo Kejaksaan :

1

Bintang Bersudut Tiga

Bintang adalah salah satu benda alam ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang
tinggi letaknya dan memancarkan cahaya abadi. Sedangkan jumlah tiga
buah merupakan pantulan dari fripsila adhyaksa sebagai landasan
kejiwaan warga adhyaksa yang harus dihayati dan diamalkan.

Pedang

Senjata pedang melambangkan kebenaran, senjata untuk membasmi
kemungkaran/kebathilan dan kejahatan.

Timbangan

Timbangan adalah lambang keadilan, keadilan yang diperoleh melalui
keseimbangan antara suratan dan siratan rasa.

Padi dan Kapas

Padi dan kapas melambangkan kesejahteraan dan kemakmuran yang

menjadi dambaan masyarakat.

Makna Tata Warna :

1.

Warna kuning

Diartikan luhur, keluhuran makna yang dikandung dalam gambar atau
lukisan, keluhuran yang dijadikan cita-cita.

Warna Hijau

Diartikan tekun, ketekunan yang menjadi landasan pengejaran atau

peraihan cita-cita.



1.4.2. Visi, Misi dan Motto Kejaksaan Negeri Bandung
a) Visi

Mewujudkan Kejaksaan Negeri Bandung sebagai lembaga penegak
hukum yang berorientasi pada pelayanan prima dan berkualitas dengan

mengedepankan profesionalitas, proporsional serta integritas moral.

b) Misi

Adapun misi Kejaksaan Negeri Bandung adalah sebagai berikut :

Mewujudkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka penegakan
hukum.

Peningkatan kualitas penyelesaian penanganan perkara pidana.
Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan hukum melalui
pembinaan masyarakat taat hukum.

Peningkatan produktifitas kerjasama dengan instansi pemerintah dalam
rangka fungsi sebagai Jaksa Pengacara Negara.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam pelaksanaan tugas

dan wewenang Kejaksaan.

¢) Motto

Memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat pencari keadilan.

1.4.3. Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri Bandung
Kejaksaan Negeri yang berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota dan
daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten/Kota. Kota Bandung yang

berkedudukan sebagai Ibukota dari Jawa Barat memiliki wewenang untuk

mengurus masalah hukum yang terjadi di daerah Kota Bandung. Kejaksaan

Negeri Bandung sebagai lembaga yang mengurus semua tindak kriminalitas yang

terjadi di daerah Kota Bandung yang dipimpin oleh seorang Kepala Kejaksaan

Negeri yang merupakan pimpinan dan penanggung jawab di Kejaksaan Negeri

dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan di daerah

hukumnya. Berikut adalah struktur organisasi di Kejaksaan Negeri Bandung :



e GAMBAR 1.27

STRUKTUR ORGANISASI KEJAKSAAN NEGERI BANDUNG

Kepala Kejaksaan Negeri Bandung

Ketua bagian

Sumber : www.kejaksaan.go.id, 2015

Kepala Seksi Kepala Seksl Ketua Urusan Ketua Urusan Perdata
Pembinaan Pidana Khusus Pldana Umum Intelejen & Tata Usaha Negara
Kﬁ.’;zauf:::" Jaksa Jaksa Staf Staf
Fungsional Fungsional
Kepal
o | | starPenyidkan | | stat Penyidikan
Kepala Urusan ;
Kepegawalan Staf Penuntutan Staf Penuntutan
Kepala Urusan
Perlengkapan
Kepala Urusan
Perpustakaan

Lalu dari setiap jabatan tersebut pekerjaan utamanya masing — masing.
Secara garis besar sebagai berikut.: |

Kepala Kejaksaaan Negeri

dan berkemanfaatan.

Menegakan hukum secara konsisten yang berkeadilan, berkepastian hukum,




o Mewujudkan peradilan yang mandiri dan bebas.

e Menyelenggarakan proses peradilan yang cepat, mudah, dan terbuka serta
bebas KKN.

e Memastikan pelaksanaan tugas tugas di kantor Kejaksaan yang
dipimpinnya dapat berjalan baik dan sesuai aturan.

Ketua bagian pembinaan
e Pembangunan prasarana dan sarana di dalam kantor Kejaksaan.
e Mengurus tata laksana pengelolaan teknis atas milik aset Negara.
Kepala Urusan Tata Usaha

e Melakukan kegiatan administrasi (kepengurusan surat masuk dan surat
keluar).

e Melaksanakan pengurusan pengarsipan.

e Memberikan cap stempel dan nomor surat bagi surat keluar yang akan
dikirim.

e Melakukan penerimaan, pencatatan, pengagendaan, pendistribusian surat
masuk.

e Melaksanakan pengaturan piket kantor bagi pegawai.

Kepala Urusan Keuangan

e Melakukan kepengurusan anggaran rutin untuk membiayai kegiatan di
Kejaksaan Negeri Bandung.

e Kepengurusan penerimaan dan penyetoran uang hasil dinas.

e Kepengurusan penerimaan dan penyelesaian barang rampasan.

. Kepengurusan pembayaran gaji bagi pegawai.

Kepala Urusan Kepegawaian

e Kepengurusan kenaikan pangkat pegawai.

e Pembuatan laporan berkala (laporan bulanan, triwulan, tahunan) mengenai
disiplin pegawai, mengenai jumlah kasus yang ditangani, mengenai jumlah
kasus yang belum terselesaikan dan mengenai jumlah kasus yang telah
terselesaikan.

e Mengatur kesehatan dan kesejahteraan pegawai.
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e Melakukan kepengurusan pembagian sembako pada tenaga honorer.
e Kepengurusan koperasi pegawali.
e Melakukan pembinaan mental (siraman rohani/ceramah) bagi pegawai.

Kepala urusan perlengkapan

e Mengurus segala perlengkapan dana peralatan yang dibutuhkan untuk
pelaksanaan tugas.

e  Peralatan telekomunikasi (pesawat telepon, jaringan telepon).

e  Peralatan elektronik, peralatan logam, mobil dinas, mobil tahanan.

Kepala urusan perpustakaan

e Menyimpan semua laporan pelaksanaan tugas baik laporan pelaksanaan
tugas bulanan, triwulan, tahunan yang dibuat oleh kantor Kejaksaan.

e Menyimpan data yang berhubungan dengan pegawai di Kejaksaan Negeri
Bandung.

Ketua seksi pidana khusus

e Melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan teknis kegiatan pidana
khusus.

e  Melaksanakanperencanaan pelaksanaan, dan pengendalian prapenuntutan,
pemeriksan tambahan.

e  Melakukan pemeriksaan tambahan.

e  Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat.

Jaksa Fungsional

e Menerima dan meme;iksa berkas_ perkara,

e Mengadakan prapenuntutan.

e Memberikan perpanjang penahanan/penahanan lanjutan.
e Melimpahkan surat ke pengadilan.



11

e Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan
persidangan.

e Melaksanakan penetapan hakim.
Staf penyidikan pidana khusus :

e Penerimaan, pencarian, pengolahan, penganalisaan informasi menjadi
suatu laporan.

e Penyidikan atas perkara tindak pidana khusus dengan melakukan
pemanggilan, pemerikasaan, penahanan dan penyitaan yang dilakukan
untuk mengungkapkan perkara pidana khusus.

e Penyusunan, pengolahan dan analisis hasil penyelidikan menjadi berkas.

e Penyimpanan berkas/arsip yang berhubungan dengan tindak pidana
khusus.

e Melakukan kegiatan administrasi mengenai penyidikan, pengolahan,
pengendalian data tentang tindak pidana khusus/korupsi.

Staf penuntutan pidana khusus :

Menerima hasil penyidikan dari staf penyidikan.

Menyiapkan usul serta saran pendapat yang berhubungan dengan

penuntutan.

Penghentian penuntutan dan upaya hukum.

Meneliti dan menentukan apakah bukti dari penyidikan telah memenuhi
persyaratan atau tidak.

Ketua urusan pidana umum :

e Melakukan penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, penuntutan,
-pemeriksaan tambahan dan upaya hukum.

e Pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah
berkekuatan hukum tetap.
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e Pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat dan keputusan lepas
bersyarat dalam perkara tindak pidana umum serta tindakan hukum

lainnya.
Ketua urusan intelegen :

e Melakukan kegiatan mengidentifikasi, mengantisipasi mendeteksi dan
mengatasi (bersifat preventif/represif) setiap ancaman gangguan hambatan
dan tantangan yang secara potensial akan menghambat upaya penegakan
dan keamanan.

e Melakukan pengamanan teknis terhadap pelaksanaan tugas satuan kerja di
bidang personil, kegiatan materiil, pemberitaan dan dokumen dengan

memperhatiakn koordinasi.
Ketua urusan data dan tata usaha Negara :

e Melakukan pengendalian kegiatan penegakan, bantuan, pertimbangan
hukum serta tindakan hukum lain kepada Negara pemerintah dan
masyarakat dibidang perdata dan tata usaha Negara.

e Melakukan penyiapan perumusan kebijakan teknis dibidang perdata dan
tata usaha Negara berupa pemberian dan pengamanan teknis.

e Pelaksanaan gugatan uang pengganti atas putusan pengadilan, gugatan
ganti rugi kerugian dan tindakan hukum lain terhadap yang melawan
hukum yang merugikan keuangan Negara.

e pemberian saran konsepsi tentang pendapat dan pertimbangan hukum
jaksa agung mengenai perkara perdata dan tata usaha Negara dan masalah
hukum lain dalam kebijakan penegakan hukum.

Ketua bagian pembinaan :
e Pengelolaan teknis atas aset milik Negara.
e Koordinasi, integrasi dan sinkronisasi serta pembinaan kerja sama atas

seluruh satuan kerja di Kejaksaan.
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e Penyiapan rencana dan koordinasi perumusan kebijakan dalm penyusunan
rencana program pembangunan sarana, prasarana.

e Pemantauan penilaian serta pengendalian saat pelaksanaan program
pembangunan sarana, prasarana pembinaan dan peningkatan kemampuan,
keterampilan dan integritas aparat Kejaksaaan.

e Melaksanakan pembinaan manajemen terhadap pengelolaan data dan
statistic kriminal serta penerapan dan pemgembangan teknologi informasi
di lingkungan Kejaksaan Negeri Bandung.

1.4.4. Kondisi Permodalan atau Keuangan

Permodalan atau keuangan di Kejaksaan Negeri Bandung berasal dari dana
pemerintah pusat dalam hal ini Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang
mengurus semua keputusan mengenai urusan keuangan di semua Kejaksaan di
seluruh Indonesia. Untuk kondisi permodalan atau keuangan yang lebih terperinci
pihak Kejaksaan Negeri Bandung tidak dapat mempublikasikan kepada pihak

eksternal dalam hal ini termasuk juga kepada penulis.

1.4.5. Kegiatan Usaha

Kejaksaan Republik Indonesia adalah Lembaga Negara yang melaksanakan
kekuasaan Negara, khususnya di bidang penuntutan, sebagai badan yang
berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa
Agung yang dipilih oleh Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden.
Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan
Negara khususnya dibidang penuntutan dimana semuanya merupakan satu
kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan. Kejaksaan Negeri dipimpin oleh
Kepala Kejaksaan Negeri yang mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang
Kejaksaan di daerah hukumnya. Kejaksaan Negeri dibentuk dengan keputusan
Presiden atas usul Jaksa Agung.
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1.4.6. Gambaran Ketenagakerjaan

Kejaksaan sebagai Lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan
Negara secara merdeka terutama pelaksanaan tugas dan kewenangan di bidang
penuntutan. Melaksanakan tugas dan kewenangan di bidang penyidikan dan
penuntutan perkara tindak pidana korupsi dan pelanggaran hak asasi manusia
berat serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Kejaksaan Negeri
Bandung yang melaksanakan kekuasaan Negara dalam bidang penuntutan dalam
cakupan wilayah yang tidak terlalu besar karena hanya melaksanakan
tugas/kewenangan di bidang penuntutan yang terjadi di wilayah Kota Bandung.

Kejaksaan Tinggi mempunyai jumlah pegawai yang lebih besar bila di
bandingkan dengan jumlah pegawai di Kejaksaan Negeri, karena kepengurusan
dan penanganan perkara pidana yang lebih besar dari pada Kejaksaan Negeri.
Jumlah pegawai di setiap kantor Kejaksaan tidak sama jumlahnya, sedangkan di
Kejaksaan Negeri Bandung terdapat rincian jumlah pegawai seperti pada tabel
1.1.



TABEL 1.1
JUMLAH PEGAWAI DI KEJAKSAAN NEGERI BANDUNG

Jumlah Jaksa seluruhnya 45 orang

Jaksa Pria 23 orang

Jaksa Wanita 22 orang

Jumlah Pegawai Tata Usaha

Seluruhnya 73 orang

Tata Usaha Pria 52 orang

Tata Usaha Wanita 21 orang

Formasi pegawai
Jaksa Tata Usaha
Golongan IV/b 1 orang Golongan IT1/d 2 orang
Golongan IlI/d | 21 orang Golongan /¢ 19 orang
Golongan IIl/c 13 orang Golongan IIl/a 14 orang
Golongan III/b 8 orang Golongan II/d 8 orang
Golongan Ill/a 2 orang Golongan Il/c 12 orang
Golongan II/b 8 orang
Golongan Il/a 4 orang
Pendidikan
Magister Hukum | 10 orang Sarjana Hukum 30 orang
Magister

Humaniora 1 orang Sarjana Muda Hukum 1 orang
Sarjana Hukum | 34 orang | Sarjana Ilmu Pendidikan 1 orang
Sarjana Ekonomi 1 orang
Ahli Madya 6 orang
SMA 30 orang
SMK 1 orang
STM 1 orang
KKPA 1 orang
KPA 1 orang

Sumber : www.kejaksaan.go.id, 2015




